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Ringkasan 

 
Suatu usaha yang terencana dari berbagai aspek baik itu pelayanan sosial 

dan intervensi sosial untuk mengatasi serta mencegah problematika di ruang 

lingkup masyarakat. Peran Pemerintah Desa Sumber Brantas dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat sudah dikatakan baik, pertama-tama dengan melihat 

dukungan sumber dana dari pemerintah seperti alokasi dana, yang berkaitan 

dengan visi-misi kepala desa serta meninjau tingkat RPJM (Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah) desa. Maka dari itu peneliti tertarik mengambil 

dan mengkaji Peran PEMDES diDalam tingkatkan kesejahteraan masyarakat. 

kualititatif adalah jenis penelitian yang dilakukan dan penedekatan deskriptif dan 

observasi, wawancara dan dokumentasi adalah cara atau teknik dalam 

mengumpulkan data 

Hasil yang didapatkan setelah dilakukan penelitian yaitu peran PEMDES 

sumber berantas didalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu 

menciptakan suasana yang damai, unggul dalam bermasyarakat sehingga 

masyarakat tersebut tetap merasakan rasa solidaritas yang kokoh dan tetap maju 

untuk menata desa tersebut. Kesejahteraan masyarakat Desa Sumber Brantas 

dapat dikatakan baik. 

 

Kata Kunci: Peran Pemerintah Desa, Meningkatkan Kesejahteraan 

Masyarakat 
 

 

 

 

 

 

  



 
 

BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang 

Berikut ini sebuah negara dibentuk merupakan untuk membangun 

kesejahteraan  masyarakatnya, sesuai dengan perpem RI No 39 Thn 2012 didalam 

pasal 1 mengatakan suatu upaya yang berkelanjutan upaya dan terarah terhadap 

masyarakat dan kebutuhan masyarakat baik itu pelayanan sosial yang dilakukan 

oleh pemerintah merupakan menyelenggaraan kesejateraan.agar meningkatnya 

suatu kesejahteraan di desa, disini yang berperan adalah pemerinta desa 

bagaimana dia harus penuh perhatian terhadap masyarkatnya baik itu 

pemberdayaan maupun swadaya masyarakat bagaimana agar masyarakat selalu 

sejahtera. 

Otonomi dalam suatu daerah adalah cara dan harapan pemerintah serta 

warga masyarakat untuk mensejahterahkan atau membangun desa tersebut suatu 

peluang yang dapat menjadi cara atau aktifitas pegawai atau aparatur desa adalah 

otonomi, untuk tingkatkan kesejahteraan dimasyarakat yaitu melakukan 

pemberdayaan masyarakat, beberapa cara yang dilakukan pemerintah baik yaitu 

swadaya masyarakat serta meningkatkan dan mengembangkan keuangan desa dan 

menghasilkan produksi didalam msyrakat. Namun, kenyataan yang terjadi di desa 

masih banyak masyarakat yang dikategorikan belum sejahtera, seperti yang terjadi 

di Desa Sumber Brantas, terdapat masyarakat yang rumah tempat tinggalnya 

belum layak huni. Selain hal tersebut, Desa Sumber Brantas memiliki sumber 

daya alam yang cukup, namun karena keterbatasan atau tidak memiliki 



 
 

kemampuan untuk mengolahnya sehingga masyarakat lebih memilih pekerjaan 

lain yang penghasilannya tidak sebanding dengan kebutuhan. 

Suatu pertisipatif tatanan pemerintah yang bertanggung jawab serta peran 

masyarakat dalam mengambil kebijakan ini adalah bentuk perwujudan dalam 

kesejahteraan masyarakat..Berbagai macam cara dapat diupayakan jika ingin 

membangun sebuah ketaatan dalam kehidupan masyarakat di tingkat desa untuk 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

Upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dapat dilaksanakan 

secara perseorangan dan bentuk kelompok dalam sebuah keluarga terarah pada 

pembangunan desa yang responsif dan menjamin hak-hak masyarakat. Dengan 

diperjelaskan adanay sesuai dengan UU No 6 Thn 2014 tentag Desa serta 

PERPEM No 43 Thn 2014 yang bercara tentang tatalaksana perundang undangan 

tntang desa , faktor utama dalam penyelenggaraan suatu otonomi didalam desa 

adalah masyarakat . maka dari itu pemerintah mempunyai tugas dan peran dalam 

menjalankan strategi didalam peneyelenggaraan didesa dalam tingkatkan 

kesejahteraan rakyat. Sesuai dengan problematika dan masalah diatas peneliti 

tertarik mengambil judul “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Desa Sumber Brantas Kecamatan 

Bumiaji Kota Batu)”. 

  



 
 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalahnya yaitu : 

1. Bagaimana peran Pemerintah Desa Sumber Brantas dalam meningkatkan 

Kesejahteraan Masyarakat ? 

2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan peran Pemerintah Desa Sumber Brantas 

dalammeningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat peran 

Pemerintah Desa Sumber Brantas dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

1. Bisa menambah referensi tentang peran pemerintah. 

2. Sebagai bahan acuan untuk peneliti berikutnya.  

1.4.2. Manfaat Praktis 

Yaitu sebagai berikut: 

1. Terhadap instansi Pemerintah Desa, hasil penelitian ini bisa dijadikan 

masukan dan pertimbangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

2. Bagi Pihak Lain atau Masyarakat, hasil kajian ini bisa menambah 

pengetahuan baru.  
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